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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU 

 

A. Sejarah Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 

Perluasan dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional secara 

terarah dan terkoordinasi di Provinsi Riau dimulai pada awal Pelita III, yaitu pada 

era Keppres No. 38 tahun 1978. Pada saat itu telah terbentuk lembaga BKKBN 

Propinsi Riau sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan, 

penilaian, pengawasan, serta koordinasi pelaksanaan program KB Provinsi Riau. 

Pada awal pelaksanaan program KB di Provinsi Riau, perluasan dan 

pengembangan pelaksanaan kegiatan KB secara terprogram dan terkoordinasi 

baru dilaksanakan pada tiga daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Kepulauan Riau, 

Bengkalis dan Indragiri Hilir. Pada ketiga daerah tersebut telah dibentuk lembaga 

BKKBN kabupaten untuk mengkoordinasikan perencanaan, penilaian, dan 

pengawasan pelaksanaan program KB di wilayah tersebut dengan dukungan 

sepenuhnya pemerintah daerah setempat. Sedangkan pada daerah Tingkat II 

lainnya, pelaksanaan kegiatan KB dilapangan langsung dibawah koordinasi 

BKKBN Provinsi dengan Pengawasan Petugas Lapangan KB (PPLKB) sebagai 

ujung tombak pelaksanaan koordinasi ditingkat Kecamatan yang bertanggung 

jawab langsung kepada BKKBN Provinsi. 

Setelah berjalan lebih kurang dua tahun, pelaksanaan kegiatan KB di 

Provinsi Riau, khususnya di tiga Kabupaten tersebut diatas telah makin 

berkembang dan meluas serta telah berhasil mengajak sebagian masyarakat untuk 

ber-KB. Dengan melihat perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan KB selama 

dua tahun berjalan tersebut, pada era Keppres No. 64 tahun 1983 pelaksanaan 

program KB secara terarah dan terkoordinasi mulai diperluas keseluruh daerah 

Tingkat II yang ada di Provinsi Riau yang ditandai dengan penbentukan lembaga 

BKKBN Kabupaten/Kotamadya diluar tiga Kabupaten tersebut diatas. 
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Mulai saat itu, pelaksanaan program KB Nasional di Provinsi Riau semakin 

meluas dan berkembang. Partisipasi masyarakat semakin meningkat dari tahun-

ketahun, dukungan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat 

Kabupaten semakin kuat dan besar. Demikian pula dukungan dan peran aktif unit 

pelaksanaan Program KB, baik instansi Pemerintah, maupun swasta dan 

organisasi masyarakat makin meningkat dan semakin nyata.
1
 

B. Letak Geografis Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 

Secara geografis letak Perwakilan BKKBN Provinsi Riau di JL. Terubuk No 

1, Pekanbaru.  

 

     Gambar 4.1 Letak Geogafis BKKBN Provinsi Riau 

 

C. Visi dan Misi Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 

 Visi menjadi Lembaga yang Handal dan Dipercaya dalam Mewujudkan 

Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas. Misi BKKBN Provinsi 

Riau adalah mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan 

mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
2
 

 

D. Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja Tempat Pelaksanaan 

Penelitian 

                                                                   
1 Sejarah BKKBN (Online) , https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn (Di Akses 1 

Agustus 2018) 
2 Penulis, Diolah Dari Data Lapangan 

https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn
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 Pembagian tugas di Perwakilan BKKBN Prov. Riau mulai dari Bidang 

Sekretariat, Bidang ADPIN (Advokasi, Pergerakan dan Informasi), Bidang 

DALDUK (Pengendalian Penduduk), Bidang LATBANG (Pelatihan dan 

Pengembangan), Bidang KB – KR (Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi), hingga Bidang KS – PK (Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan 

Keluarga) sesuai dengan masing-masing Subbagian dan stafnya: 

1) Sekretariat 

a) Subbagian Perencanaan 

Tugas Pokok  :  

Melakukan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran di 

lingkungan Perwakilan BK KBN Provinsi Riau. 

Rincian Tugas : 

Melakukan Penyiapan bahan rencana program dan anggaran, manajemen 

kinerja, serta analisis dan evaluasi perencanaan. 

Aktifitas 

 Mengumpulkan data basis perencanaan 

 Menyiapakan data fisik dan program untuk menyusun rencana kegiatan 

Mengoordinasikan data basis perencanaan. 

 Menghimpun data untuk usulan rencana program anggaran tahunan 

 Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementrian/Lembaga (RKA-KL). 

 Menyiapkan bahan penyusunan rancangan konsep Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA), petunjuk teknis, cuplikan, Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementrian/Lembaga (RKA-KL) dan AJK. 

 Menyusun usulan rencana kegiatan di Subbagian Perencanaan.  

 Menyusun alokasi jadwal kegiatan di Subbagian Perencanaan. 
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 Menyiapkan bahan revisi kegiatan.
3
 

 

b) Subbagian Umum dan Humas 

Tugas Pokok : 

Melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan hubungan masyarakat. 

Rincian Tugas : 

 Melakukan pelayanan urusan ketatausahaan aktifitas 

 Memilah-milah tujuan dokumen tertulis (surat, faksimil, buku, jurnal, 

laporan berkala dan lain-lain) 

 Mencatatkan dokumen tersebut pada buku penerimaan surat masuk dan 

memberi lembar disposisi untuk disampaikan kepada pihak yang dituju. 

 Mengoordinasikan staf di lingkungan tata usaha untuk mendistribusikan 

semua dokumen yang telah disampaikan kepada pihak yang dituju sesuai 

disposisi. 

 Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait yang dituju untuk 

memastikan pendistribusian berjalan baik. 

 Menyimpan dalam file semua salinan dokumen dari internal BKKBN 

Provinsi/pusat dan instansi lain sesuai klasifikasi berdasarkan sistem 

kearsipan pola baru untuk kepentingan dokumentasi. 
4
 

 

c) Subbagian Keuangan dan BMN 

Tugas Pokok : 

Melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan 

negara dan sarana program. 

                                                                   
3 Penulis, Diolah Dari Data Lapangan 
4 Penulis, Diolah Dari Data Lapangan 
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Rincian Tugas : 

Aktifitas 

 Menyiapkan data basis/bahan untuk penyusunan anggaran dan pelaksanaan 

anggaran, pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, Barang Milik Negara, 

dan sarana program. 

 Mengusulkan sumber daya manusia sebagai pengelola anggaran 

pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, Barang Milik Negara, dan sarana 

program. 

 Mensosialisasikan aturan tentang tata cara pengelolaan anggaran, 

pengelolaan perbendaharaan, akuntansi Barang Milik Negara, dan sarana 

program. 

 Mengevaluasi realisasi anggaran, pengelolaan anggaran, pengelolaan 

perbendaharaan, akuntansi, Barang Milik Negara, dan sarana program dan 

memberi umpan balik kepada user. 

 Melakukan pembinaan kepada seluruh pengelolaan anggaran, pengelolaan 

perbendaharaan, akuntansi, Barang Milik Negara, dan sarana program dan 

pelaksanaan anggaran tentang administrasi pembvukuan baik ditingkat 

provinsi maupun ke seluruh kabupaten/kota.
5
 

 

d) Subbagian Kepegawaian dan Hukum 

Tugas Pokok : 

Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan 

fungsional, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan 

tatalaksana. 

Rincian Tugas : 

Aktifitas 

                                                                   
5 Penulis, Diolah Dari Data Lapangan 
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 Menyiapakan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembahasan masalah hukum, 

pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan program Kependudukan dan 

Keluarga Berencana 

 Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan masalah-masalah hukum yang 

berkaitan dengan pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga 

Berencana di Provinsi. 

 Mengolah, memperbarui data dalam rangka menunjang pengelolaan 

administrasi kepegawaian  dan administrasi jabatan fungsional. 

 Melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaaan 

kepegawaian dan administarsi jabatan fungsional. 

 Mengusulkan kenaikan pangkat, KGB, pensiun, PAK pegawai yang sudah 

waktunya memperoleh penghargaan tersebut. 

 Membuat dan melengkapi data pegawai yang akan naik pangkat, KGB, 

pensiun, dan PAK. 

 Melakukan pembinaan Tim PAK Kabupaten dan Kota. 

 Melakukan penilaian Tim PAK bagi PKB Golongan IV. 

 Membuat PAK dari hasil penilaian angka kredit PKB Golongan IV. 

 Melakukan pemantauan dan telaahan masalah-masalah dalam pelaksanaan 

penelaahan hukum. Perundang-undangan dan ketatalaksanaan. 

 Melaksanakan kehumasan di tingkat Provinsi.
6
 

 

e) Subbagian Administrasi Pengawasan 

Tugas Pokok : 

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja 

pengawasan 

Rincian Tugas   : 

Aktifitas 

                                                                   
6 Penulis, Diolah Dari Data Lapangan 
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 Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian 

Administrasi Pengawasan. 

 Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan operasional di 

bidang pengelolaan tata usaha pengawasan. 

 Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan program, kegiatan dan 

anggaran di subbagian administrasi pengawasan. 

 Mengumpulkan bahan-bahan untuk pengawasan/pemeriksaan Tim 

pemeriksa BKKBN Pusat meliputi pengawasan program, ketenagaan dan 

keuangan perbekalan. 

 Menghimpun informasi dan masukan-masukan lainnya dari berbagai pihak. 

 Menyampaikan seluruh bahan yang terkumpul kepada pimpinan.
7
 

 

2) Bidang ADPIN (Advokasi, Penggerakan dan Informasi) 

Tugas Pokok  : 

Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penggerakan, dan informasi. 

a ) Subbidang Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) 

Tugas Pokok  :  

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. 

b) Subbidang HUBALILA (Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini 

Lapangan) 

                                                                   
7 Penulis, Diolah Dari Data Lapangan 
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Tugas Pokok  : 

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan 

dan evaluasi di bidang hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan, serta 

penyiapan fasilitasi pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Daerah. 

c) Subbidang DATIN (Data dan Informasi) 

Tugas Pokok  : 

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang datta dan informasi.  

 

3) Bidang DALDUK (Pengendalian Penduduk) 

Tugas Pokok  : 

Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan 

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan 

evaluasi di bidang pengendalian penduduk. 

a) Subbidang Penyusunan Parameter Pengendalian Penduduk 

Tugas Pokok  :  

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian 

penduduk. 

b) Subbidang Kerja Sama Pendidikan Kependudukan  
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Tugas Pokok  : 

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pendidikan kependudukan. 

c) Subbidang Analisis Dampak Kependudukan 

Tugas Pokok  : 

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan.
8
 

4) Bidang LATBANG (Pelatihan dan Pengembangan) 

Tugas Pokok  : 

Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. 

a) Subbidang Tata Operasional 

Tugas Pokok  : 

Melakukan pelayanan operasional penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, 

penelitian, dan pengembangan. 

b) Subbidang Program dan Kerja Sama 

Tugas Pokok  : 

Melakukan penyusunan program dan kerja sama pendidikan, pelatihan, dan 

penelitian serta pengembangan program pengendalian penduduk, keluarga 

berencana, kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan 

keluarga. 

                                                                   
8 Penulis, Diolah Dari Data Lapangan 
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c) Subbidang Penyelenggaraan dan Evaluasi  

Tugas Pokok  : 

Melakukan penyiapan penyelenggaraan dan evaluasi serta penyusunan laporan 

pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan program 

pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta 

keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. 

5) Bidang KB – KR (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) 

Tugas Pokok  : 

Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan 

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan 

evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 

a) Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta 

Tugas Pokok  : 

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta 

pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur 

pemerintah dan swasta. 

b) Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus 

Tugas Pokok  : 

Melakukan penyiapan bahan  pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang pembinbaaan kesertaan keluarga berencan 

jalur wilayah dan sasaran khusus. 

c) Subbidang Kesehatan Reproduksi (KESPRO) 
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Tugas Pokok  : 

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemnbimbingan dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi.
9
 

6) Bidang KS – PK (Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga) 

Tugas Pokok  : 

Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan 

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan 

evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. 

a) Subbidang Bina Keluarga Balita, Anak, dan Ketahanan Keluarga Lanjut 

Usia  

Tugas Pokok  : 

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta 

pemnatauan dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta 

ketahanan keluarga lanjut usia. 

b) Subbidang Bina Ketahanan Remaja  

Tugas Pokok  : 

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja. 

c) Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 

Tugas Pokok  : 
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Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga. 

 

 

E. Struktur Organisasi Unit Kerja BKKBN Provinsi Riau 

Kepala      : Drs. Agus P Proklamasi, MM 

Sub Bagian Perencanaan    : Ermayani, SE 

Sub Bagian Umum & Humas   : Mery Ellya, SH 

Sub Bagian Keuangan & BMN  : Tafifah Nur, SE 

Sub Bagian Kepegawaian & Hukum  : Nurhamzalis, SH 

Sub Bagian Adm Pengawasan   : Ermawati, S.Sos 

a. Kabid DALDUK    : Said Masri, SH 

 Sub Bid Penetapan Parameter Kependudukan : Supriyadi,S.pd,M.Sc 

 Sub Bid Kerjasama Pendidikan Kependudukan : Dr Yurmala Dewi 

b. Kabid KB/KR    : Dra.Sri Wahyuni,M.Si 

 Sub Bid.Bina KB Pemerintah&Swasta  : Toyib Baldi Purba, SH 

 SubvBid.Bina KB Wilayah& Sasaran Khusus : Rudi Salman, S.Sos 

 Sub Bid.Kesehatan Reproduksi   : Hj.Meldawati Rusli,SE 

c. Kabid KS/PK     : Yasni, S.IP 

 Sub Bid.Bina balita,anak&lansia  : Tresnawati, S.Sos 

 Sub Bid.Ketahanan Remaja   : Rabiah Mayang Sari, 

S.Psi 

 Sub Bid.Pemberdayaan Ekonomi Keluarga : Dasril, SE 

d. Kabid ADPIN     :Joniwar, SE,M.Si 

 Sub.Bid Data & Informasi   : Irwanto, S.Kom 

e. Kabid LATBANG    : Drs. Jumadi R 

 Sub Bidang Tata Operasional  : Hidayati, SE 

 Sub Bid.Prog & Kerjasama  : Hazni Chairina, SE 

 Sub Bid.Penyelenggaraan & Evaluasi : Sri Endang Purwani, BA 

f. Widyaiswara Madya    : Drs.Armel Ozsa, M.Sc 

g. Widyaiswara Pertama    : Bubung Bunyamin, S.pd.i 

h. Widyaiswara Pertama    : Remon Hendra, S.Sos 
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i. Pustakawan     : Supratman 

j. Arsiparis     : Elmaweni 

k. Auditor      : M.Mulia Darma, SE 

l. Auditor      : Arselan Syarif,SE 

Pusyanra 

a. Ketua  : HelmiYardi, S.Pd 

b. Administrasi  : Intan Fandin,SKM 

c. Konselor KB-KR 

 Koordinator  : Dr. Alti Idah Anugrah 

 Anggota  : Hj. Suwerti, Amd.Keb 

 

d. Konselor Ketahanan Remaja   

 Koordinator  : Drs. H. Mukhlisin, MR, M.Si 

 Seksi Pembina BKB : Malaysiana, S.Ip 

 Seksi Pembina BKR : Donni Irawan BA 

 Seksi Pembina BKR : Herda, S.Pd 

 Seksi Pembina BKR : Suci Mulya Prima, Ssi, M.Si 

 Seksi Pembina BKR : Sri Rejeki 

e. Konselor Psikologi  

 Koordinator  : Dra. Indriani, M.Pd. Kons 

 Anggota  : Siska Mardes, M.Pd, Kons 

 Anggota  : DinaFebriani, S.Psi.
10

 

   

 

 

 

 

   

 

                                                                   
10 Penulis, Diolah Dari Data Lapangan 


